
 

 

 

 

 

 

BUPATI GRESIK 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR  41 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 26          

TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  BANTUAN KEUANGAN 

YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 
 

Menimbang  :  a. bahwa agar Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat 

khusus kepada Desa dapat berjalan efektif diperlukan 

waktu yang cukup untuk melakukan penyiapan 

dokumen yang diperlukan sesuai dengan aturan 

peraturan perundang-undangan yang ada; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26          

Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan 

Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, 



 

 

 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 

2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang   

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5234 ); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5539) sebagaimana telah 



 

 

 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5717); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2036) 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-

undangan  di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2012 Nomor 2); 

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat 

Khusus Keoada Desa Yang Bersumber dar Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 
 

MEMUTUSKAN : 

  

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 26 TAHUN 2016 



 

 

 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN 

YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH. 



 

 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang 

Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dar Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2016 Nomor 483) diubah sebagai berikut :  

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 16 

Penyampaian Dokumen yang dipersyaratkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lambat 

tanggal 30 (tiga puluh) bulan Nopember tahun anggaran 

berkenaan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal  15 Nopember 2016   

BUPATI GRESIK, 
 

Ttd. 

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si. 

 

Diundangkan di Gresik  

pada tanggal  15 Nopember 2016   

     SEKRETARIS DAERAH 
       KABUPATEN GRESIK, 

 

 
ttd 

 

    Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM 
   Pembina Utama Muda 

       NIP. 19580924 198003 1 006 



 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 722  


